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ARSTRAK

Keadasn pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras
vang mengakibatkan luka dan meninggaloya orang lain disebabkan karena kelalaian
pengemudi, Adapun masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah
penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum dibawah pengaruh
minuman keras yang berakibat luka atau matinya orang, bagaimanakah pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi angkutan umum dibawah
pengarnch minuman keras vang berakibat luka ataw mafinya orang, Metode yang
digunzkan dalam penulisan ini  adalah vurudis sosiologis vang bersilat deskriptif,
setelah pengolahan data diproses dianalisa sceara kualitatif. Berdasarkan  hasil
penclitian memperfihatkan bahwa,(1) penerapan sanksi pidana bagi pengemudi
angkutan umum dibawah pengarub mineman keras yang berakibat luka atan malinya
orang lain di pengaruhi oleh akibat vang ditimbulkan oleh si pengemudi, apabila
dalam sidang pengadilan si pelaku terbukti bersalah maka dapat i ancam dengan
pidana yang lerdapat dalam masing-masing pasal, namun dalam prakieknya hakim
sering menjatuhkan putusan lebib ringan darm ancaman yang terdapat dalam KUHP
berdasarkan  pertimbangan  tertentu. Dimana dalam  Pasal 339 KUHP  hakim
menjatghkan  putusan selama 2 tahun penjars dan Pasal 360 KUHP  hakim
manjatehkan hekuman selama 9 bulan penjara. (2) pertimbangan hakim  dalam
menjatuhkan putusan  terhadap pepgemudi anghutan umuam  dibawah  pengarub
minuman keras yang  berakibat Juka atau matinya orang lain didesarkan pada :
terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur tindsk pidana vang didakwakan oleh jaksa
dalam surat dakwaan, hakim menjauhkan pulusan juga melibat hal-hal yang
memperberat dan meringankan pidana, adanya alasan peniadaan pidana, tidak ada
sehab gugumya hak menuntut dan kewsjiban melaksanakan pidana.
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BAR 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana vang sangat penting dan strategis dalam
memperlancar roda perckonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara, Penlingnya
transporiasl tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kKebutuhan akan
jasa angkuotan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke selurub pelosok
tanah air, bahkan dari dan ke kuar negeri,’

D dalam Undang-Undang NMomar 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas
dan  Amngkutas  jalan Pasal 3 dinyatakan bahwa: “lransportasi jalan
diselenggarakan dengan tujvan untuk mewujudkan lalue lintas dan angkutan
jalan dengan selamat, H.;I!'IHH, cepat, lancar, lertib dan teratur, nyaman dan
efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh
pelosok wilavah daratan, untuk menunjang pemeratsan, pertumbuhan dan
stahilitas sebapai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional
dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat”. Untuk mencapai
wjusn tersehut tdak terlepas dar peranan aparat kepolisian dalam membantu
kelancaran laly lintas dan pemberian hukuman vang tegas terhadap pelanggar
lale lintas, sesuai dengan lugss kepolisian yang terdapat dalam Pasel 14
Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  yaimu:
"Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keterliban

dan kelancaran lalu lintas di jalan™,

'C.8.T. Kansil, dkk, Diziplin Berfalu Lincas & Jadan Raya, PT Rincka Cipta. Jakarta
1995, him .



Agar keselamatan dan  kenyamanan  lalu lintas tercapai maka
pengemudi kendaraan bermotor pada wakie mengemudikan kendaraan
bermotor  wajib: Mampu mengemudikan kKendarasnnya dengan  wajar,
mengutamakan keselamatan  pejalan kaki, menunjukkan sural tanda bukt
pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendargan bermotor,
surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tandz bukti lain yang sah
sehagaimana  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Pasal
23 Ayat (1). Delapan butir svarat memiliki SIM pada PP Nod4 ahun 1993
Pasal 217 (1) sejauh ini tak mampu menjamin bahwa pemegang SIM bisa
memiliki etika, disiplin dan kemampuan berlalu lintas yang memadai, Jika
menilik mentalitas dan perilaku pengguna jalan dan data tacistik jumlah
pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya rasanva pantas dilihat kembali
prosedur dan tata kelola p:n.'-;rizinan mengemudi,

Secara sosologis pengemudi dibagih menjadi dua kelompok besar -
pengemudi kendarzan pribadi dan pengemudi kendaraan umum. Masing-
masing memiliki kargkter sosial vang berbeda,

L. Pengemudi kendaraan pribadi cenderung tidak dipengaruhi kondisi sosial
masyarakat, tidak dipengaruhi secara langsung olch target setoran dan
digunakan untuk kepentingan vang sifatnya individuz] sera tidak memiliki

ruie atau fravex tertemii.

bt

Pengemudi angkutan kendaraan umum kerap menjadi sumber masalah
dari berbagai keresahan di jalan, perilaku  ugal-ugalan,  berhenti
disembarang tempat dan berbagai prilaku agresit lainnya telah menjadi

semacam branderart pengemudi kendarzan vmum.



BAR IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum  dibawah
pengaruh minuman keras yang berakibat luka atau matinva orang lain di
pengaruhi oleh akibat yang dibmbulkan oleh st pengemudic. Dalam
pembuktian di sidang pengadilan apabila si pelako terbukti bersalah maka
dapat di ancam dengan pidana vang terdapat dalam masing-masing Pasal,
namun dalam prakteknya hakim sering menjatuhkan putusan lebib ringan
dari ancaman yang terdapat dalam KUHP berdasarkan pertimbangsan
tertentu. Dalam Pasal 339 penerapan sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim
Pengadilan Negen Kelas 1A Padang yaitu hukuman penjara selama 2 tahun
dan Pasal 360 KLUHP dijatubn hukuman 9 bulan penjara.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatubkan putusan lechadap pengemudi
angkutan umum dibawah pengaruh minuman keras vang  berakibatl luka
atzu matinya orang lain vaim :

a. Terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur tindak pidanaz  yang
didakwakan oleh jaksa dalam srat dakwaan

b. Hakim menjalubkan putusan juga meihat bal-hal yang memberatkan
dan meringankan pidana

c. Adanya alasan peniadaan pidanz yaitu alasan yvang memungkinkan
sescotang  yang melakukan perbuatan vang memenuhi perumusan

tmdak pudana, tetap tdak dapat dipidana
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